
BUPATI BONDOWOSO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BU PATI BONDOWOSO 
NOMOR ?>7 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 
15 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI 

PEGAWAl NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BONOOWOSO TAHUN 2018 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran 
Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/3386/SJ, Hal: 
Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga 
Belas yang Bersumber dari APBD maka perlu dilakukan 
penambahan penganggaran Tunjangan Perbaikan 
Penghasilan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Bondowoso tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2018 tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4 . Undang-Undang ... 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pemberian Gaji, Pensiun, atau tunjangan Ketiga Belas 
Kepada Pengawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat 
Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6207); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

11.Peraturan ... 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang 
Pemberian Tunjangan Harl Raya Dalam Tahun Anggaran 
2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara 
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan 
Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6208); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terkahir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 
tentang Evaluasi Jabatan; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258); 

16. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Harl 
Kerja di Lingkungan Pemerintah; 

1 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 
tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi 
Pemerintah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 
2036); 

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan bagi Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah; 

21.Peraturan ... 
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21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, 
Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai 
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Republik, Pejabat Negara, dan Penerima 
Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 899) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
96/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 677); 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian 
Tunjangan Harl Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada 
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat 
Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
677); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2017 Nomor 18); 

24. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2011 
tentang Harl dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 44); 

25. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2017 
tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 (Berita 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 45); 

26. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2017 Nomor 69) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati 
Bondowoso Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 36); 

27 .Peraturan ... 
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27. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2018 
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2018 (Serita Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2018 Nomor 15) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 30 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Bondowoso Nomor 15 Tahun 2018 (Serita Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 30); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 15 TAHUN 2018 
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 20 dalam Peraturan Bupati Bondowoso 
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan 
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 (Serita 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 15) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Bondowoso Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2018 (Berita 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 30) diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 20 

(1) Tambahan Penghasilan dianggarkan sebanyak 12 (dua 
belas) bulan. 

(2) Tambahan Penghasilan juga dianggarkan untuk 
komponen Pemberian Tunjangan Harl Raya dan 
Tunjangan Ketiga Belas. 

(3) Pemberian tambahan penghasilan Tahun 2018 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) 
dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018. 

Pasal II ... 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. 


